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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua konsep yang saling terkait dan 

tidak dapat dipisahkan. Pemimpin tidak ada tanpa praktik kepemimpinan, dan 

kepemimpinan itu sendiri tidak memiliki makna tanpa keberadaan seorang 

pemimpin. Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan seringkali dikaitkan 

dengan istilah khalifah.1  

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menentukan individu yang 

akan memimpin atau mewakili kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan 

suatu proses demokratis yang bertujuan untuk memilih individu untuk mengisi 

posisi-posisi strategis dalam struktur politik dan pemerintahan. 

Community participation in politics is an important indicator in measuring 

whether a country is democratic or not. (Partisipasi masyarakat dalam politik 

merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur demokrasi atau tidaknya 

suatu negara).2 

 
1 Raihan Jurnal Al-Bayan, “Konsep Kepemimpinan didalam Masyarakat Islam”, (Vol.22, 

No.31, Januari-Juni 2015), hlm.14-15 

 
2 Terianus L. Safkaur, “The Analysis of The Youth Political Perception of 2019 General 

Elections in Jayapura City” (International Journal of Social Service and Research, 2022), hlm.19 
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Pemilu merupakan bentuk politik di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan 

bentuk politik, karena pemilu ini menggunakan sistem demokrasi, yang mana 

terpilihnya suatu pemimpin itu sepenuhnya suara dari rakyat. Suara rakyat ini lah 

yang jadi penentu kemenangan dari calon pemimpin. Sebagaimana yang telah 

diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini menegaskan 

bahwasanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dilandaskan dan dibatasi oleh ketentuan 

konstitusi. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” mengandung makna 

bahwa rakyat memegang peran utama sebagai pemilik kedaulatan, serta memiliki 

tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis menentukan arah 

pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan pemimpin negara yang 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan untuk kepentingan seluruh masyarakat, 

serta melalui pemilihan wakil-wakil rakyat yang berperan dalam melakukan fungsi 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.3  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam 

NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 
3 Ibid., hlm.19 
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Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye. Kampanye merupakan 

suatu usaha untuk mempengaruhi masyarakat secara tidak memaksa.  Kampanye 

ini bagian dari proses pemilu yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan, 

biasanya ini dilakukan oleh orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kampanye itu merupakan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing 

memperebutkan kedudukan untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu 

pemungutan suara. Jadi dapat dimaknai bahwa kampanye merupakan kegiatan atau 

aktivitas  “mempromosikan” satu atau beberapa hal kepada masyarakat agar mereka 

mengenalnya.4 

Salah satu yang ramai dibicarakan masyarakat pada saat pemilihan umum 

(pemilu) yakni tentang janji politik. Janji politik merupakan suatu upaya untuk 

mempengaruhi orang lain dengan ucapan yang meyakinkan, sehingga masyarakat 

pun percaya dengan ucapannya. Janji politik hanya menjadi pemanis bibir semata 

yang diumbar oleh para kandidat dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat agar 

tertarik memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut mungkin telah 

direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak sebagian besar masyarakat 

menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Pemilu dimata 

masyarakat tidak lebih dari sekedar sebuah ajang tempat orang untuk memberikan 

janji-janji. Janji biasanya diucapkan pada saat kandidat menyampaikan visi dan 

misinya. 

 
4 Ibid, hlm.204 
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Menurut Sutoro, janji politik itu merupakan suatu iming-iming dalam 

kampanye oleh partai politik atau calon yang terpilih menduduki kursi, baik 

legislatif (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa)”. Bagi 

pemilih, janji politik pada dasarnya yaitu menunjukkan harapan yang akan 

dikerjakan oleh calon kandidat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan serta 

permasalahan yang dihadapi pemilih. Maka dari itu, janji politik merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemenangan calon kandidat dalam pemilihan 

umum.5 

Sistem hukum kita mengatur kerugian material yang diakibatkan oleh 

kebohongan bisnis ini. Pasal 378 mengatur hal itu dengan asas affirmanti incumbit 

probate (siapa yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikannya). 

Sayangnya, asas hukum itu tidak terjadi didalam “negosiasi” dan “transaksi” politik 

dalam pemilihan umum ini. Sepalsu-palsu janjinya, politisi tidak dapat dijerat 

dengan hukum pidana. Bahkan politisi itu bisa saja mencalonkan diri kembali untuk 

menawarkan kebohongan lainnya dalam kampanye.6 

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan LPI terhadap 

Presiden dan Wakil Presiden 2004 (Perkara No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST), 

yang menyatakan bahwa janji kampanye bukan merupakan wanprestasi hukum 

 
5 Nauril Padli, Ari Darmastuti, Arizka Warnagegara, “Correspondence Theory Of Truth: 

Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih menuju Lampung Barat Hebat”, Jurnal Analisis Sosial 

Politik, Vol. 5 No. 1 (Juni,2021), hlm. 40. 

 
6 https://beritagar.id/artikel/telatah/menghukum-pembohong-kampanye diakses pada tanggal 

27 Februari 2024, Pukul 20.06 

 

https://beritagar.id/artikel/telatah/menghukum-pembohong-kampanye
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karena tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut pasal 1320 

KUHPerdata.7 

Janji-janji tersebut pada kenyataannya tidak terealisasi. Banyak sekali 

diantara mereka yang terpilih mendadak mengalami amnesia. Saat mereka sudah 

memimpin, mereka lupa akan semua janji-janji yang diucapkan saat kampanye dan 

malah hanya menganggap janji tersebut sebagai angin lalu.8 

Begitu juga jika kita kaitkan dengan Ayat Al-Qur’an tentang larangan 

mengingkari janji, maka kita mengambil salah satu ayat dari Al-Qur’an yaitu: 

Q.S. An-Nahl [16]:91 

 

ل   ع اه دتُّمۡ  اِذ ا اٰللِّ  بعِ هۡدِ  ا وۡفوُۡا و   ان   ت نۡقضُُوا  و  ق دۡ  ت وۡكِيۡدِه ا ب عۡد   الۡ يۡم  ع لۡتمُُ  و  ع ل يۡكُمۡ  اٰللّ   ج   

ا ي عۡل مُ  اٰللّ   انِ   ؕ   ك فِيۡلً  ت فۡع لوُۡن   م   

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 

melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat (Q.S An-Nahl [16]:91)”.9 

 

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Al-Qur’an di atas bahwasanya 

menepati janji itu sangatlah penting. Janji yang ditepati akan membawa kebaikan, 

 
7 Lembaga Penelitian Independen, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Gugatan 

Wanprestasi Janji Kampanye, Jurnal Supremasi, Vol. 9 No. 1 (Maret,2019), hlm. 46. 

 
8https://www.kompasiana.com/ajengzahra/5bd108ed6ddcae19ca3b6ff4/janji-dalam-dunia-

politik diakses pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 20.58 

 
9 Al-Qur’an, Q.S. An-Nahl [16]:91. 

 

https://www.kompasiana.com/ajengzahra/5bd108ed6ddcae19ca3b6ff4/janji-dalam-dunia-politik
https://www.kompasiana.com/ajengzahra/5bd108ed6ddcae19ca3b6ff4/janji-dalam-dunia-politik
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namun jika sebaliknya janji itu diingkari maka akan merugikan diri sendiri dan 

orang lain, serta akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. 

Bukan hanya Allah SWT saja melaknat orang-orang muslim yang tidak 

menepati janji, namun malaikat dan seluruh manusia juga melaknatnya. Karena, 

begitu besar dosa bagi orang yang tidak menepati janjinya. 10 

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:  

ن   ف ر   م  لِمًا أ خ  ِ  ل ع ن ةُ  ف ع ل ي هِ  ، مُس  لئِك ةِ  اللّ  ال م  الن اسِ  و  عِين   و  م  مِن هُ  يقُ ب لُ  ل   ، أ ج   

ف   ل ص ر  ع د ل   و   

1370  رقم مسلم، و 1870 رقم البخاري، رواه ) ) 

“Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapatkan 

laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan 

tebusan.” (HR. Bukhari No. 1870 dan Muslim No. 1370).11 

 

Selain itu, sama halnya dengan Al-Qur’an dan Hadis di atas, Peraturan 

mengenai larangan untuk menjanjikan sesuatu untuk tujuan politik pada saat 

kampanye, sebagaimana yang di atur di dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana dalam pasal 286 ayat 1 

yang berbunyi: “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/kota, Pelaksana Kampanye dan/atau tim Kampanye, termasuk pula 

 
10 Adab Berjanji dalam Islam, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7187303/adab-

berjanji-dalam-islam-wajib-ditepati diakses pada tanggal 05 April 2024, pukul 16.23 

 
11 Kitab Shahih Bukhari No. 1870 dan Shahih Muslim No. 1370. 

 

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7187303/adab-berjanji-dalam-islam-wajib-ditepati
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7187303/adab-berjanji-dalam-islam-wajib-ditepati
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pihak lain dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memenuhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih”.12 

Seperti adanya aturan di atas serta ayat dan hadis serupa maka tidak sejalan 

dengan fenomena yang terjadi di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten 

Barito Kuala, di mana adanya salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota 

DAPIL III yang pada saat kampanye, ia menjanjikan beberapa hal untuk 

kepentingan politik yang agar masyarakat setempat memilihnya. 

Faktanya saja janji politik yang ada di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban 

Kabupaten Barito Kuala yaitu (berdasarkan wawancara yang diperoleh dari 

masyarakat): jika si kandidat (1) terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten maka 

si kandidat (1) ini akan memperbaiki jalan yang ada di Desa peneliti. Ada juga janji 

yang seperti ini jika si kandidat (1) ini menang, maka dia akan memberikan seekor 

sapi untuk di musholla yang ada di desa peneliti, namun tetap tidak ada sama sekali 

dia memberikan itu. 

Banyak masyarakat yang mempertanyakan akan hal-hal janji yang tak 

kunjung ditepati itu. Mereka yang percaya akan janji-janji politik tersebut merasa 

di bohongin dan tidak akan memilih jika mencalonkan dirinya lagi sebagai Anggota 

DPRD Barito Kuala, karena tingkat kepercayaan masyarakat sudah hilang dan juga 

masyarakat merasa dirugikan karena sudah percaya akan janji-janji manis tersebut. 

 
12 Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 286 ayat 1 Tentang Pemilihan Umum di 

Indonesia. 
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Melihat fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemilu yang 

ada, peneliti ingin tahu bagaimana persepsi masyarakat tentang janji politik ini dan 

peneliti ingin tahu seberapa banyak masyarakat yang percaya dan tidak percaya 

dengan janji-janji politik tersebut, serta peneliti ingin tahu apasaja faktor-faktor 

penyebab masyarakat percaya dan tidak percaya dengan janji-janji politik tersebut, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai topik 

pembahasan dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Tentang Janji 

Politik Anggota DPRD Dapil III Barito Kuala Tahun 2019 Di Desa Jelapat I”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang diatas yang berhubungan dengan persepsi 

masyarakat tentang janji politik anggota DPRD Dapil III Barito Kuala Tahun 2019 

di Desa Jelapat I, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang janji politik anggota DPRD Dapil 

III di Desa Jelapat I? 

2. Apasaja faktor-faktor penyebab persepsi masyarakat tentang janji politik 

anggota DPRD Dapil III di Desa Jelapat I? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang janji politik anggota DPRD 

Dapill III di Desa Jelapat I. 
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2. Untuk mengetahui apasaja faktor-faktor penyebab persepsi masyarakat 

tentang janji politik anggota DPRD Dapil III di Desa Jelapat I. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Signifikasi berisi manfaat penelitian yang dibedakan yaitu, manfaat ditinjau 

dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan referensi untuk para peneliti dalam meneliti hal yang sama 

terkait janji politik serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada 

peneliti maupun pembaca terkhusus untuk Hukum Tata Negara, 

memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan juga 

sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini 

dengan sudut pandang yang berbeda. 

2. Manfaat praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran dan referensi bagi pembaca skripsi, akademisi dan Masyarakat 

umum dalam pengembangan wawasan mengenai Janji politik. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman 

dan kekeliruan terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud: 
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1. Persepsi merupakan hasil tanggapan seseorang secara langsung terhadap 

suatu objek atau peristiwa melalui proses penginderaan oleh alat indera.13 

2. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan 

berinteraksi dalam satu lingkungan sosial secara berdampingan.14 

3. Janji Politik ini adalah janji yang diucapkan pada saat masa kampanye untuk 

meyakinkan orang lain dengan ucapan yang meyakinkan. 

4. DPRD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

mana lembaga legislatif yang memiliki kedudukan di tingkat pemerintahan 

daerah. Berdasarkan Pasal 363 dan 364 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, anggota DPRD kabupaten/kota dipilih melalui mekanisme pemilihan 

umum.15 

5. Dapil/Daerah Pemilihan merupakan istilah dalam sistem pemilu yang 

mengacu pada pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk sebagai 

dasar penetapan jumlah kursi legislatif yang diperebutkan dalam pemilihan 

umum.16 

6. Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Kalimantan Selatan dengan pusat pemerintahan yang ada di Marabahan. 

 
13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304 

 
14 Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya” (Jurnal 

Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2020). https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253. 

 
15 Pengertian DPRD, Tugas dan Wewenangnya, https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dprd-

tugas-dan-wewenangnya/ diakses pada tanggal 29 April 2024, pukul 18.32. 

 
16Ini Pengertian dan Penataan Dapil Dalam Pemilu 2024, https://mediaindonesia.com/politik-

dan-hukum/580235/ini-pengertian-dan-penataan-dapil-dalam-pemilu-2024. diakses pada tanggal 

29 April 2024, pukul 18.48. 

 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dprd-tugas-dan-wewenangnya/
https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-dprd-tugas-dan-wewenangnya/
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/580235/ini-pengertian-dan-penataan-dapil-dalam-pemilu-2024
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/580235/ini-pengertian-dan-penataan-dapil-dalam-pemilu-2024
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7. Desa Jelapat I adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah 

administratif di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini, belum banyak karya ilmiah yang mengangkat masalah Janji 

Politik. Dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjelaskan 

permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian 

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. 

Diantaranya yaitu tesis, skripsi maupun jurnal. 

1. Tesis yang ditulis oleh Nauril Padli pada tahun 2021 dari Universitas 

Lampung Kota Bandar Lampung, Program Pascasarjana Magister Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul 

“Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat 

Hebat (Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)”17. Persamaan 

penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama 

membahas tentang janji politik. Perbedaannya, kalau tesis tersebut 

membahas tentang realisasinya, Sedangkan yang peneliti tulis itu 

membahas tentang persepsi masyarakatnya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Edwin Aldrin pada tahun 2023 dari Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Program Studi Politik Islam, 

 
17 Nauril Padli, “Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat 

(Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)” (Tesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 

2021). 
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Fakultas Adab dan Humaniora yang berjudul “Realisasi Janji Politik Bupati 

Ogan Komering Ilir Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018”. 

Hasil penelitian skripsi ini adalah tersedianya pelayanan publik yang baik 

serta pengembangan kawasan yang ada dengan mengoptimalkan TI dan 

proses digitalisasi berkelanjutan untuk membangun masyarakat diperdesaan 

Kabupaten OKI, pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, serta 

pembangunan sekolah yang ada di pelosok perdesaan.18 Adapun letak 

kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti 

adalah sama-sama membahas tentang janji politik. Letak perbedaannya, 

kalau skripsi tersebut membahas tentang realisasi, sedangkan yang peneliti 

tulis itu membahas tentang persepsi masyarakatnya. 

3. Jurnal yang di tulis oleh Agustin Maharani Fatmawati dari Universitas 

Diponegoro, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu 

Pemerintahan yang Berjudul “Realisasi Janji politik Program Kesehatan 

Bupati Semarang 2010 sampai 2015”. Hasil yang di peroleh peneliti dari 

penelitian ini adalah Realisasi Janji Politik mengenai program Kesehatan 

Bupati Semarang dapat direalisasikan dengan baik walaupun masih ada 

beberapa kekurangan, tetapi Pemerintah terus melakukan Evaluasi untuk 

perbaikan, seperti adanya program gratis untuk pasien kurang mampu untuk 

ruang rawat inap kelas III, tetapi setidaknya program kesehatan sudah 

 
18 Edwin Aldrin, “Realisasi Janji Politik Bupati Ogan Komering Ilir Pada Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021). 
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berjalan.19 Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang peneliti tulis 

adalah sama sama membahas mengenai Janji Politik. Letak perbedaannya 

adalah kalau jurnal ini membahas tentang realisasinya, sedangkan yang 

peneiti tulis ini tentang persepsi masyarakatnya. 

4. Skripsi yang di tulis Oleh Hafiza pada tahun 2019 dari Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Politik 

Islam yang berjudul “Persepsi masyarakat terhadap janji politik dan 

pengaruhnya terhadap perilaku pemilih pada Pilpres 2014 (Studi Kasus di 

Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara 

Enim)20. hasil yang di peroleh dari penelitian ini terletak pada kesamaan 

objeknya, dimana sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat 

terhadap janji politik, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitiannya dalam Skripsi oleh Hafizah berlokasi di Desa Tambangan 

Kelakar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, sedangkan 

penelitian yang ditulis oleh Peneliti bertempat di Desa Jelapat I Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

5. Jurnal yang ditulis oleh SY. Solehuddin dari Universitas Tanjungpura 

Pontianak, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik yang berjudul “Realisasi Kampanye Politik Wakil Rakyat Partai 

 
19 Agustin Maharani Fatmawati, “Realisasi Janji politik Program Kesehatan Bupati Semarang 

2010 sampai 2015” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Diponegoro, 2019). 

 
20 Hafizah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Janji Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku 

Pemilih Pada Pilpres 2019 Pasca Pilpres 2014 (Studi Kasus di Desa Tambangan Kelakar, Kecamatan 

Gelumbang, Kabupaten Muara Enim)” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019. 
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Demokrat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Kubu Raya 

Pada Tahun 2014”. Hasil dari penelitian tersebut semua aspek didalam 

kampanye yang disampaikan oleh anggota dewan Kubu Raya khususnya 

dewan asal partai Demokrat masih belum terealisasi, melainkan hanya 

beberapa bagian dari beberapa aspek salah satunya seperti infrastruktur21. 

Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama 

sama membahas mengenai janji politik saat kampanye, sedangkan 

perbedaannya itu jurnal ini membahas tentang realisasi dan yang peneliti 

tulis tentang persepsi masyarakat tentang janji politik. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan arah materi pembahasan 

dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut: 

Permasalahan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Janji 

Politik Anggota DPRD Dapil III Barito Kuala Tahun 2019 di Desa Jelapat I 

diarahkan pada Bab I Pendahuluan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan 

dalam bentuk informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika 

penulisan. 

 
21 SY. Solehuddin, “Realisasi Kampanye Politik Wakil Rakyat Partai Demokrat Dalam 

Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2014” (Jurnal Program Studi 

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016). 
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Bab II  berisikan Landasan Teori yang berhubungan dengan objek 

penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan 

referensi lain seputar Persepsi Masyarakat Tentang Janji Politik Anggota DPRD 

Dapil III Barito Kuala Tahun 2019. 

Pada Bab III berisikan Metode Penelitian yang mencakup jenis pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. 

Bab IV berisikan Laporan Hasil Penelitian. Gambaran umum tentang 

penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tercakup dalam 

bagian ini, yang memberikan gambaran secara komprehensif tentang temuan 

penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti. 

Bab V  berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran untuk 

penulisan skripsi. 

 


